


20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 10 Juni 2024 s/d 7 September 2024 (90 hari kalender)

Demikian SP ini dibuat dan ditandataneani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Sukamara
Pej abat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian

uP4

+

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitaan
(KSO)

.Lr*,r uo
uipmenll

FAUZI
Direktur

UJ
&

I I

.\

.J+t^

rer
a



c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum
SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan daiam SP ini karena kesalahan Penyedia., dikenakan denda keterlambatan
sebesar l/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Sp menjadi
tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang teriadinya Keadaan
Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis
dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang benvenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah halhal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak

d. Keterlambatan pelakanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selarna atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbirase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemb€rian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam tnnsaki
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/asa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
pen.iualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang

sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan

sanksi administratif berupa:
1. pe,ingatantertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada IXPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasin$ atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elelcronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pen8enaan Sanksi

Pejabat PenandatanganrPengesahan Tanda Bukti Pe{anjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ket€ntuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Perairan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.

b. Pemutusan 5P oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Peiabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan

pemutusan SP apabila:
a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya

SP;

b. berdasarkan penelitian Peiabat PenandatanganlPengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/asa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/ciden janji dalam melakanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurdngan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelakanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang bennenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya L4 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal

mematuhi keputusan akhir penvelesaian perselisihan; atau



kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemerikaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan
oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
a. Penyedia dengan iaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban

untuk menlamin bahwa selama penggunaan seclra waiar oleh Peiabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau Glcat mutu akibat
desain, bahan, dan can kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Peiabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Eukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacitt mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu y"ng ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/pengesahan Tanda Bukti perianiian
akan melakukan perbaikan tercebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secaE tertulis
oleh Pejabat Penandatan8an/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/pengesahan Tanda Bukti perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perianjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan non tunai melalui rekening Kas Daerah Umum

Daerah Kabupaten Sukamara ke rekening atas nama penyedia yaitu pT. Anugrah
Yaden Utama dengan nomor 133.m1505591.6 BANK MANDIRI KCp CITEUREUp;
dan

3. pembayar:ln harus dipotong denda {apabila ada} dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 1OO% (seratus

perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian melakukan proses

pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayann lengkap dan sah.

14. Sanki
a. Penyedia dikenakan sanki apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat{ambatnya 14 (empat belas} hari
kerja;



6. Harga

1.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua paj& bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibcbani<an oleh hukum yang berlaku alas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama

Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk banng/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pek€rjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang)
dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat

Daerah/lnstitusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelakanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barangrasa

yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan 5P

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum Sp.

b. Perubahan sP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perianiian atau permohonan penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/pengesahan Tanda Bukti perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal peiabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjaniian terlambat melakukan pembayaran
prestasi p€kerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembay"ran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan lntelektual
a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak

melanggar Hak Atas Kekayaan tntelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung pejabat penandatangan/pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung ,awab, kewajiban, kehilangan,

2.

3.

Peiabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia

atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.



d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi

masing-masing barang.
2. Peiabat Penandatan8an/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a. melakukan pembayamn sesuai dengan total harga yang tercantum di
dalam SP ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilakanakan oleh penyedia seperti

instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barane dan melaksanakan layanan sesuai sDesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada ( l9lAgusnsl2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

JL'ljilik Riwut Km 5.5 Nomor 35 Sukamara Kalimantan Tengah - Kabupaten Sukamara
- Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima sebelum berakhir konhak

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian melalui ppHp menerima

barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam Sp ini.
b, Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, pejabat penandatangan/pengesahan Tanda

Bukti Perjaniian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produki;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hinsga barang diterima oleh pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana

tercantum pada SP ini.

Mal.a Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Pe{anjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia
atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjan,ian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemerikaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungiawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) h ari Lerja,



Nama Produk Harga Satuan Harga Kirim
Mata
Uang

Tanggal

Pengiriman

Produk

Total Harga
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TERBILANG : Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam Sp ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:
a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan

lain yang tidak benar untuk memenuhi peEyaratan Katalog Elektronik;
b. tidak menjual barang melalui e-purchasing lebih mahal dari harga

barang yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam Sp ini selambat{ambatnya
pada (19/Agustus/2024) sejak SP ini diterima oleh penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

e. mengganti barang setelah pejabat penandatangan/pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian melalui pejabat/panitia penerima Hasil pekerjaan
(PPHP) melakukan pemerikaan barang dan menemukan bahwa:

1, barang rusak akibat cacat produki;
2. barang rusak pada saat pengiriman banng hingga barang

diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; danlatau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan lal€nan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

b. PUABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKN PERJAiIJIAN
1. Peiabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian memiliki hak:

a. menerima barang dari penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada seat pengiriman barang hingga barang

diterima oleh Pe.iabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perianjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
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SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SPI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. EFLINN.M SIAMPAR

Pejabat Pembuat Komitnen

JL ljilik Riwut Km 5.5 Nomor 35 Sukamara Kalimantan Tengah& - Kabupaten Sukamara -
Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buki pe{anjian;

PT. ANUGRAH YADEN UTAMA

KP. TONGGOH RT.O1 RWO2 DS GIJNI.JNGSARI CITEUREUP. BOGOR

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftrr Produk PAKET FKS-P2406-9490493

SATLIAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESA}IAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP :

,145/23 I/PPK-RSUD|2024, I 0 Juni 2024

Nama Produk xuanttas i fff ; 
x"rs"s",*.

l

Harga Kirim

Rp

Tanggal

Pengiriman

Produk
Total Harga
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